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PENDAIIULUAN

Penggunaan tenaga kerJa *outnurcIngl'

(quot &. quoQ saat lnl sudah sudah

semakin populer. Sudah merulnkan

kelazlnan, bahwa untuk pekerJaan-

pekerJaan suatu perusahaan yang berstfat

penuqfang (supportlngll fang
memproduksl suatu ptoduct tertentu,
pada umurnnya dtalthkan kepada

penrsahaan outnurclng 
',ang 

tentu
profesional dl btdangnya.

Bila dlamatl, hamplr semua perusahaan

saat lnl mengutamakan untuk fokus pada

product lnttnya sesual dengan bldang

lmaln buslneil-nya. Sama sepertl halnya

dengran pemsahaan-perusahaan

outsurccr Juga fokus kepada

bldangny,a, sudah merupakan

profeslonallsme pekerJaan

bus|nesdl-nya.

Ilalau perusahaan outsourcIng dt btdang

Jasa keamanan, maka berartl dapat
dlpasttkan profeslonal dan mempunyal
(sekelompok) tenaga kerJa yang memlllkl
kompetensl dt bldang keamanan.
Ilemlklan Juga kalau suatu pGrusahaan

outnuclng bergerak dt bldang Jasa
tmnsportasl, maka sumber da',a
(:tenaga kerJa) 

',ang 
dlmlllkl

tentunya tenaga kerJa yang kompeten
sesual profesl tresebut. Oleh karena ltu,
kebutuhan akan peRttrahaan-perusahaan
(outnuclngfs !,ang profeslonal dl

ketergantungan dan sudah ttdak blsa
dtpungf,lrt lagt keberrdaanny,a. Ilamplr
aemua cektor, formal maupun Inforntal,
swast'i naupun pemerlntahan, pusat
maupun daerah, sudah sangat
tergantung dengan perusahaan-
perusahaan outnurcIng, batk socara

lcorcl temoorcr (spondlk) maupun secara

i ontlaue (terus-terusan).

I Disarnpaikan pada Lokakarya Strategi Outsourcing wtrtkpara Kepala Unit Kerja (Cabang) BCA, diselenggarakan
oleh IR & HR Consulting OPZ & Rekan bekerjasama dengan Bank BCA (Pusat), di BCA Building Jakarta I I
Maret20ll (Jepang).
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Bahkan penggunaan tenaga outnurclng, I lnl nungkln 
'ang 

meqfadl penyebab
dl lembaga pemerlntah mapun swasta, I terJadlnya penmasalahan dan keresahan
sudah berlangsung sqiak larna -sebetum I at masyarakat. Apa yang menyebabkan
adanya pengatwan "outsoutrlngl' aanm I dan mengapa masayarakat pekerJa

Undang-Undang KetenagakerJaan2-. ?ada I khususnya buruh- resah. lnltah png akan
cakupan dan tingkatan yang kecilpun I aturat dalam tultsan lnt.
sudah banyak dan bisa disaksikan lfUUo tnl ttdak langsung blsa dlmuat
penggunann oursourclng, sepertl p.ar I 

dalam f€itu eplsode karena pa4langnya

tataran rumah tangga/keluarga. uralan dan tqlamnya anallsa bahasan,
maka tullsan lrrl .akan dtbagl meqfadl 2
baglan, walau tetap merupakan satu

Dengan demlklan ekslstensl blsnls 
I t"".t,."r, yang ttdak tbrptsahkan.

oatsourclng tldak dapat lagt dlpungktrt I S,elamat membaca.
dan dlnallkn adanya. Blsnis outsouelng
merupakan salah satu usaha;rang sedang I rnnCenflAN

trcndy mas.l ktnl dt Indonesla. Walaupun

demlklan usaha blsnts outsourcIng r"r I f"ttld outlurcIns sangat populer dt
. I kalangan pekerJa/buruh (atau seharl-harlmasih banyak menlmbulkan lat*ur.t "ka4awan)", bahkan dapat

permasalahan dan keresahan dt

maqrarakat, khususn;na masyarakat
pekerJa/bumh.

I{arena konon, peneralxrn slstem

dtkataf,rn tldak ada kar5rawan yang tldak
pernah mcndengar atau tak mengenal
lst[sh'outsowclng". &klng polulernya,
banpk taryrawan yang walau tldak tau

outourclng leblh banyak menylmpang l"frt drn makna outwutelng yang

I scbcnunya, tetapl terlanJur -Iatalrdarl ketentuan peraturan-perundang- menycbut outnurcIng kepada
undangan, dalam hd lnl IJU sctlap hryawan PIfIllT (maksudnya
KetenagakerJaan' 

I a".tgro hubungan kerJa berdasarkan
pcdedla kela tmktu tefientr|.

Slstem outsourcIng lnl, sebenannya tldak
persls sana sepertl pengertlan aan I oaUn bcbclrapa llteratur, lsttlah

makna oatnatrlngyang dtatur dalam W I lout"rourcIngt tnl m€mang tldak

KetenagakerJaan. Bahkan sebenarnya I 
aUehstrn artl dan malmanya dalan

penturan perundang-undangan at I 
kontc*r Aan pengertlan sepertl yang

bldang ketenagakerJaan tldak mengatur I 
amarauc UU KetenegakerJaan"

outsourelng dalam pengertlan asllnla. I HuoR ade bcbcnpa buku;'ang menyebut

Kesatahan pengertlan dan praktek dan I outnUdag dcngan lstllah aIIh dala atau

penylmpangan peraturan perundang- | anh dryn Enaga kerJ*, walaupun sgcan1

datam rr.n€rarran outsoutrlns I letteflllk {harNnah) lstllah tersebut Juga

2 UU Nomor 13 Tahwr 2003 tentang Ketenagake{aan, atau sering disebut dengan UU Ketenagakerjaan.

' UU Ketenagake{aan, adalah istlah yang populer untuk menyebut UU No.l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
o oktiu P.z.amani, sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. l.
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ttdak resml dan tldak dltemlkan datam

I(amus Bahara Indonesla, balk fang
umum maupun kontemporer, atau dalam

penturan pemndang-undangan

mengenal ketenagakerJaan.

Nam'n demiklan, lsttlah oatsoutclng

atau aIIh daln tenaga kega tnt dapat

dltemukan dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2OO8 tentang llsha llllho IIecII I

dan Menengah dengan sebutan

"penyumberluaran" (outsourcingllr Srang

merupakan salah satu bentuk perJa4Jran

kemlttaan dalam partnerchlp (pola

hemttnan).

Ada bebenapa buku lr.rng mengunalkan

pengertlan outrcurtlng dalam yang artl
leblh luas dan berslfat umum. Ada Juga
bebenapa lltcratur menyebut outosurclng

sebagal pcndelegaslan operasl dan

m.rnqtcmen harlan darl suatu (rangkatan)

prqres blsnls kepada plhak laln
(perusahaan penyedta Jasa / oatourceilo.

Ada lagl pendapat laln, outnurelng,
adalah upaya untuk mcngallhkan

tanggung Javab atas pengelolaan sumber

dalra manrrla (SDltl) ),ang memang ahlt dl

btdangnya, kepada pthak ketlga 7.

Dalam bukunya *Konfllk Kepenflngan,,,

Dr.ltluchtar Pakpahan, S.ll., !1.A.8,

menguralkan beberapa pendapat

mengcnal pengertlan oatourlng dalam

artt yang sebenannyra.

Menurut Dr. lluchtar Pakpahan sendlrl,
bahwa pengertlan outsourclng 

',angsebenarnya sesuar dengan undang-

undang, adalah pengallhan pekerJaan

dimana pekerJa yang frelakukan
pengallhan pekerJaan ltu s,eharusnya

me4fadl pekerJa pennanen dart
perusahaan yang me4ladl penyedta

pekerJatpekerJaan I o u ts o urcefl tersebut.
Seladutnya dlsebutkan pendapat

Komang Hambada (datam buku
tersebut), bahwa memlllkl
pengertlan sebagat pengallhan sebaglan

atau selunrh p,ekerJaan dan wewenang

kepada plhak laln guna mendukung

stntcgl pemakal Jasa outourcIng, hnrlk

pribadl, perusahaan dlvlst ataupun

sebuah unlt dalam sebuah perusahaan e.

Selaln ltu, deflnlsl outourcIng (sebagal

suatu pedaqllan) .dalam ma.lma hukum

(buslnac lanrS terdaplart dalam Blak's Law

Dlcttonary ro z "outsouttlng agteement,

5 Pasal I I UU Notnor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Milao, Kecil dan Menengah.
6 Ir. Ctandra Suwondo, MM., Pd.D, OUTSOURCING, Implementasi di Indonesia,Elex Media Coryutindo,

Jakarta 2003, hal.3 (sebagaimana dikutip oleh Sahat Damanih Outsourcing & Perjanjian Kerja,DSS puflishing

- Jakarta, 2006, hnl. 2).t Okt"r, P.Z,arr:rlni, Sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. 4.
8 DR. Muchtar Patpahan, S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konflik Kepentingan Outsourcing dan

Konfrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Bumi Intitana Sejahter4 Jal<art4 2010, hal. 108.
e Komang Priambada & Agus Eka Maharta, Outsourcingversus Serikat Pekerja : An Introduction to Outsourcing,

(Jakarta: Alihdaya Publishing,2008) hal. 12.
r0 Bryan A. Gamer, Black Law Dictionary, Eight EditioD, west publishing, USA 20M,page 1136.
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an alrneement betwen a buslneca and a

servle prodder prcmlw to provlde

necertr &rfic4 esp. data prccesslng

and Informatlon managemenL uslng lts
own staff and qulpment, and usa, at lts
o*m facllltle{.
Dalam terJemahan bebasnya z pef,a4fian

outsourclng, adalah pe{aqJtan tuntuk
melakukan pekerJaan) antara suatu

entltas blsnls dengan peruahaan

penyedla lalanan (prouldetl yang berJaqil

untuk menyedlakan layananfasa (sesual)

kebutuhan, sepertl hosas Pengolahan

Irata dan lllanqlemen Inforntasl, dengan

menggunakan sumberdaya dan peralatan

serta fasllltas sendlrl.

Dalam kaltannya dengan Undang-Undang

KetenagakerJaan, berdasarkan

pengertlan-pengertlan tersebut, dapat

dlsimpulkan, bahtva tstllah

outnurctng funt mempunyal unsur-unsur

(kamkterlstlk) dan nakna yang hamplr

sama atau mlrlp dengan lem.Mga

'@ pelaksanaan

pekerJaan suatu pemsahaan (1laht

peruahaan pemberl pekefaan atau

peruxhaan pengpna Jas
pekedatburuhl kepada Perusahaan

lalnn;ra- (yaltu peruahaan penerlma

pemborongan atau peruahaan penyedla

Jan pekedaburuli Yang dllakukan

melalul perJa4flan pcda4ilan

penydlaan Jam pekef,aDuruh
sebagalmana tercebut dalam IIU

KetenagakerJaiarrtt.

Persamaan karakterlstlk tersebut,
mlsalnya adalah sdmi-samzl merulnkan
perJaqflan penyerahan, pendelegaslan

atau pengalihan suatu pekerJaan/

kegtatan operaslonal suatu p€rusahaan

kepada perusahaan latn yang profeslonal

dl btdangnya. Namun perbedaann;a yang

sangat prtnslp (sesual aengan keadaan

dan kondlsl Indoenesla), yahrl pada

penyerahan sefuglan pelakanaan
pekef,aan suatu peruahaan kepda
peruahaan IaIn tldiak selumhnya dapat

dlserahkan dan bahkan tldak boleh maln
buslnesc yang disenhkan..Hd lnl akan

dluralkan rlncl pada bagtan-baglan

berlkutnya.

Atas dasar p€rms{rmzran kankterlsttk
tersebut ltulah, maka oleh masyarakat

awam, outsourcIng lnl leblh populer

untuk menyebut lembaga "penyenhan

sefuglan pelaknnaan pekefaan suatu

pentnhaan kepda peraahaan IaId'.

Oleh karena ltu dalam tullsan lnt, akan

sertng menggunakan tstltah

"outsourcIng!' (tanda kutlp) untuk

menvebut lembaga "penyerahan sebaglan

pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan

agak leblh slmple dlsebut lembaga

"Penyerahan Sebaglan Pelaksanaan

PekerJaan" untuk menggantlkan trstllah

dth

rr Pasal 64jo Pasal 65 ayat(8) dan Pasal 66 ayat(2) hurufd UU No.13/2003.
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kepada pemsahaan lalnnya" atau yang

Perbedaan Outsourclng dan l,embaga

Penlrerahan Sefuglan ?elakmnaan

Pekef,aan

Sebagalmana disebutkan bahrva antara

outsourcing dengan lembaga

"Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

PekerJaan" terdapat beberapa unsur dan

karakteristik yang sama. Namun ada

perbedaan yang sangat prlnslp dari

keduanya sebagalmana tersebut dl atas.

?ada outsourcing tidak ada pembatasan

pekerJaan / kegiatan atau baglan

pekerJaan yang dapat dlsenhkan kepada

perusahaan laln. Semua pekerJaan atau

kegtatan apa sqja, jasa apapun, baglan-

baglan atau sub baglan

pekerJaar/kegiatan mana sqia, baik

seluruhnya atau sebagalan, baik intl

lcorc buslnessl maupun keglatan

penuqfang lsupprtlng unlt), balk terplsah

maupun men;/iatu, semua (Proses

produksl) dapat dtalihkan se/cara bebas

kepada perusahaan laln Yang

profeslonal sesual dengan maln buslnes*

nya, balk pengusaha Jasa tenaga kerJa

maupun pemborongan bagian Pro's€s

produksl.

Pada lembaga "penyerahan sebaglan

pelakanaan pekeflaan suatu petumhaan

kepda peruahaan lalnnla" yang dlatur

UU KetenagakerJaan, memberikan

penyerahan baglan-bagtan atau salah

satu baglan darl rangkalan prGrcs

produksi yang bersifat penuqlang lnon-
core buslnessf. Sedangkan peke{aan lntl
(core buslness-nya) harus tetap dlkelola

oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demlklan, pada lembaga

outsoutelng, suatu perusahaan dapat

mengallhkan semua keglatan dalam

proses produksl (batk s€tumhnya

maupun secara pftIaIy kepada

beberapa- perusahaan lainnya tanpa

batasan dan aturan core atau non-aone,

sehingga peruahaan pmbed pekerJaan

hanya melaksanakan dan mengelola

proses manqfemen/admlnlstrasi sqla.

Sedangkan pada lembaga "Penyerahan

Sebaglan Pelaksanaan PekerJaan" hanya

boleh menyerahkan pekerJaan / kegtatan

penur{ang (sappofiIng unIO dan tetap

mengelola (fokus memproduksl) blsnls

intlnya.

Persoalan dalam lembaga penyerahan

sefuglan pelaknnaan pekefaan, adalah

keglatan mana yang cote-buslness dan

m.rna yang supportlng, sangat ditentukan

oleh alur pros€s produksl yang

ditentukan dan dllaporkan kePada

instansi KetenegakerJaan dt

Idabupatenfitota setempat. Oleh karena

Itu, dalam proses *perJaqflan penyenhan

sebaglan pelaksanaan pekerJaan"

(outrcurclngfl, selaln harus memenuhl

/ sebagtanbatasan )rang strlck hanya Pada t-syarat hanya
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keglatan nonoone, terdapat ketent"an
tatn yang Juga harus dlpenuhl, yaknl
"perusahaan yang menyerahkan
pekerJaan" hanr-s membuat alur kegiatan
pros€s pelaksanaan pekerJaan lalur
pftEes produksll yang menggambarkan
dan menentukan, rnana Jrang merupakan
kegiatan pokok (maln buslneesfl dan
mana yang keglatan penuqiang (non
corel. Kemudlan alur kegiatan tersebut
itulah yang dilaporkan kepacia lnstansi
1"1s11a gakerJaan setempat 12.

Dengan demiklan, persyaratan yang

utama pada IJU KetenagakerJaan adalah

bahwa penyerahan sebaglan pelaksanaan

kepada perusahaan lalnnya haruslah
pekerJaan / keglatan )ang berslfat
penuqfang lsuppoftIngll dart suatu
"perusahaan yang menyerahkan
pekerJaan" kepada perusahaan yang

menerlma pekerJaan.
Kedudukan llukum *Outnartlngl" Dalam

KIJII Perdata (llukum Perdata)

Berkembangnya blsnls pengelolaan SDIII

melalul outwutelng dt berbagat belahan

dunla (yang melibatkan para pelaku

gIoMI outsourclngll dlsebabkan

keengganan suatu perusahaan

(penrsahaan yang menyerahkan

pekerJaan) untuk m€ngurus management

SDM (sumber daya manusla) yang terlalu

besar, sehlngga meqJadl trend untrrk

memborongf,anatau mengallhkan suatu

pekerJaan / keglatan kepada perusahaan

laln (profeslonal). Dlsamplng ltu, dalam

perkembangan selaqfutnya ada Juga

suatu perusahaan membentuk

perusahaan-perusahaan tersendlrl

melalul pemlsahan, balk spln off atau

spllt off yang merupakan subsldlarydarl
perusahaan 

''"ang 
bersangkutan untuk

me4Jadl enilty yang terpfsah sebagal

outsourcen

Selaln ltu, tldak menutup kemungklnan

pembentukan outsucer dllakukan

melalul take over (akutslsl) dart

outsourcer yang sudah memenuhl legal

fotmal dan telah operaslonal.
Bisnls outsourcIng lnl, kalau hanya

mendasarkan pada ketentuan KUII

Perdata ytmg menl'andarkan slsl hukum

blsnls, maka cenderung (berpotenslf

rnengarah pada exploltatlon de long
prlong leksploltast manusla oleh sesama

manusla). Oleh karena alasan ltu, untuk

memberlkan perllndunqan bagt tenaga

kerJa dl Indonesla, lahlrtah ketentuan

mengenal *penyemhan sebaglan

pelakanaan pekef,aan suatu peruahaan

kepda peruahaan IaInnSd' dlmuat

dalam Undang-Undang KetenagakerJaan

yang seharl-harl dlkenal sebagal

"outsoutelng!'.

Dengan adanlra pengaturan mengenal

"penyenhan sefuglan pelakmnaan

12 Pasal6 ayat (3) Kep-220/Men/Y2004
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pkef,aat dalam Undang-Undang

Ketenagake{aan, maka dapat dlkatakan,

bahwa dalam peratuan perundang-

undangan lndonesla saat lnl terdalnt 5

(tlga) macam klaslflkasl Jents pedaqlfan

pembotongan pekefaan, yahnl:

1. Pefa4flan pemborongaa pekeflaan

untuk melaf,sanakan suatu

proyet/kegiatan sccara umum dan

spondlk sebagalmana dlatur dalam

Bab Ketqfuh, A Buku tll KUII Perdata

(Pasat 16()1 huruf b dan Pasal 1604

sampal dengan 1616). Temasuk

lrcmborongan pekerJaan dlmaksud

',ang 
khusus untuk melakukan I

melaksanakan keglatan pemerlntah

dan pemerlntah daerah, Bultll serta

swasta naslonal atau untuk

pemborongan pekerJaan umum,

sebagalmana dtatur dalam AV 19411r

yang saat lnt meqfadt baglan y,ang

dlatw dengan Peraturan Pneslden No.

54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerlntah.

2. Pefla4fian pemborcngan pekefaan

l,ang meruIDakan bagtan dart suatu

nngkalan proses produksl (Pasal 65

I,U No.16f2oo5)

3. Penyedlaan Jasa pekerJa/bunh atau

allh &ya tenaga kefla dalam artl y'ang

leblh khusus (Pasal 66 IJU

No.132fi)5).

Ketlga bentuk pe{aaflan pemboronga
peke{aan tesebut merupakan salah satu
susb slstem dan baglan (ltem) dart
pef,aaJfanpcdaalbn untuk melakukan
pekefaan sebagatnana dlmaksud dalam
Bab KetqfuhA l[lrn Perdata.
Jenls peja4fian-pefia4flan untuk
melakukan pekefaan (overeenkomsten

aan het wer* te daedl yang dlkenal

dalam penturan pemndang-qn{angan,

y"altu:

1. Pe4laqflan kerJa

ovetwnkomlst,
(arbelds

employment
agtwmenQ Y,ang dlatur dalam Pasat

52 tIU ltlo.15f2fi)5 yang dulu dlatur
dalam Pasal 1601 a KIJII Perdata.

2. PerJa4flan ;rembor,ongan pekerJaon

laannemlng Yan ner* oret@nkomq
dlatur dalam nasat 1604 s/d Pasat

1616Jo Pasal 1601 a KIIII Perdata.
5. PerJa4llan melakukan Jasa-Jasa

(orerwkomst tot het renfchten van

enkeldlenstenl.
4. PerJaqflan kemltnan (prtnerchlp

ovetwnkomstt Pasal 1534 BUI.

5. PerJaqftan korporasl lcorponte
oretwnkomsQ Pasal 16 s/d 56 KIIHD

dan UU mengnal korponsl.
6. Pedqltan pelayanan publtk

(publlehwhtelllk verhoudlng!\ tJU

No.8 Tahun I.974 lo IIU No.45 Tahun

1999 dan bebenpa Undang-Undang

fang khusus mengatur rnengenal
pqtabat negara Gru ilA' IJU FIII" IIU
Kn.

13 AV 194!, Algemene Yoortaarden voorde unitvoering bij aannering von openbare werlsen in Indonesia
tn Istilah ini disinggung dalam Pengantar Hukum fidministasi lndonesia (Introduction to Indonesian Administrative

Iaw), Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, S.H.,dkt., Gadjah Mada University Press, Yogyzkarta Maret, 2008.
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Perbedaan antara FdP4Jfan kefa
dengan pa{aaflaa-peSaaflan mdakukzn

Sef,aa lalnnya, adalah 1t

- bahwa paa, peflaalbn keda {nmor 1)

terdapat unsur sbodlnasl {antala

ataffin dengan Mvahar4 dengan

tanggung-Jawab tldak tangpung atas

suatu pekerjaan darl atasan (tanggung

Jawabnya z Ylcarloas lbbilI$Q,

sedangkan pada perJaqiian-perJa4iian

melakukan pekerJaan lalnnya (nomor 2

sampal dengan nomor 6), ada koordlnasl

(kesetanan postst sebagal mltn, pftnetl
denqan tanggung-Jawab langsung lstrlct
nablllqa.

Ilalam pertembangan bertkutnya' ada

bentuk-bentuk outaurcIng lalnnla,

sepertl home sourclng'lan otr shoutfngfo-

- Ilomwurc.Ing, adalah Pengallhan

pcke{aan yang btasa dtlakukan dt

kantor untuk {dtbawa) dfterJakan dt

rrmah.
- Otr shourfng, adalah memlndahkan

(rrelokasl) pabrlk ke daenh yang

bertelfunpahan faktor-faktor

prcdukslnya.

Selatn ltu, dalam beberapa lttcratur,

dtsebutkan bentuk atau model

p€nerzUnn outnurclng dalam kontcks'

ketenagakerJaan, ada yang memborong

suatu secara keselumhan

dengan selumh sumbedaya, peralatan

dan sckallgus SDltlaqta lfuII outnucel.
Ada yang terbatas hanya pada penyedlaan

(fasa) tenaga herJany,a sqla (pafing

agenQt1.

- nilI Oatsurce, adalah pemborongan

pekerJa-n sccara penuh (mlrtp

pembor,ongan pekerJaan muml atau

oatnutlng dalam mngkalan proses

produksl). Pada ftill outsurw lnl,
s€mua karyawan (SDltl), peralatan,

tempat kerJa dan pengawasann',a

meqfadl tanggung-Jawab pemsahaan

allh daya tcnaag kleflg loutnurclngfl.
- mrtng Agent, adalah bentuk

pemborongan pekerJaan 
',ang 

hanya

menyedlakan (rasa) tenaga ke{a4'a

sqfa. Dalam hat lnl, tcnaga kerJa

dtserahkan kepadn pengguna Ja*
walau hubungan ke{a4'a dengan

perusahann penYedLa Jasa

peterJaltq{.
Jadl yang tenkhlr tnl l€blh mtrlp dengan

Latuur Suppller, tetaPt bukan labour

suppller s€p€rtl lemfuga pelaSanan

penemptan tenaga ket'a (LPPTK).

Bentuk frtII outsource atau turtng Agent

telsebut sebenarn;'a sudah dftegaskan

Juga prlnstp-prlnslp perbedaanhnya

(temasuk tanggung-Jawabnya) dalam

KuIl Perdata.

t5 Oiu*ialdi, S.H., Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sunrber Daya Manusia), Penerbit

Reneka Cipta" Jakara, 1996. hal.s.
tt opz, hal.5
tt lftida Yasar, Merancang Perjanjian Ke{a outsourcing, PPM Monajemen, 2009, hal. 15'
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Dalam Pasal 1604 BUI Burgerlllk
Wetboek, Blll dlatur, dalan hal

pemborrongan pekerJaan, dapat

ditetapf,an dalam persetuJuan (:dapat

dtperJaqllkan), bahwa sl pemborong

(:perusahaan penerlma pekerJaan) hanva

akan melakukan pekerJaan sqta, l,alnd

apablla plhak I'ang memborongkan

(pemberl pekerJaan) telah ldd untuk

mener{ma pekerJaan dtnatsud (walau

maslh dalam wllayah / kewenangannya si

pemborong) 1e.

hanya menyedlakan tenaga kerJanya, I Seballhya, Jlka sl pemborong dlwqllbkan

paylng agenQ atau la (sl pemborong) Juga I tA$erJaqflkan hanya) melakukan

akan memberikan bahannya @*lpekerJaannya sqfa dan -Jtka temyata-
materlaLnya) rimg ldentlk denqan toIllpef.e4uuo musnan, rnaka ra (sr
outsoutte16.

Artlnya, dalam Kt Il Pedata

WetboeKl Juga dtbedakan

pemborongan pekerJaan, yahd:

pemborong) hanya bertanggung'Jawab

untuk kesalahannya sqla (secan partlat
lBurgerlll
2 Jents

dan tldak secara keseluruhan)P.

1) pemborongan pekerJa.rn lrang hanyra

menyedlakan tenaga kerJa untuk

melakukan pekerJaannya sqfa, tldak

Dengan demlklan, sama halnya dengan

penyenhan sefuglan pelakmnaan

pekefaan suatu pemahaan kepda

petumhaan IaIn loutnudng tenaga

menyedlakan nw matemllnyai dan I fe4a1 dlbedakan antara pfa4fian
2) pemborongan pekerJaan yottg I pemborongan pkeflaan dan perJa4Jtan

dtsamplng menyedlakan tenaga kerJa 
I penydlan Jaa pekeflatburzth

serta melakukan pekerJaannya, Juga berdasartan qtamt dan kondlsl
menyedlakan nw materallnyai

PekerJaannYa l,ang bemktbat Pada
Datam kaltan ltu, dalam halnYa sl

pemborong dtwqltbkan menberlkan
konsekrpensl atau tanggung Jawabnya.

bahannya dan (luga) pekerJanya, (blla - Bllamana ,aw materfal dan tenaga

terJadl reslko) dengan ""- I kerJa4'a !rcmua (dlsedlakan) dart

bagalmanapun (pekerJaan) musnah I netuahaan penetlma pekef,aan darl

sebelum pekerJaan ltu dlsenhkan I suatu nngkalan Proses produkst dart

(sebelum leverfngfl, makasegalakeruglan I peruahaan pmberl pekelaan maka

adalah merupakan tanggung-Jawab "l I dtkatagortkan sebagat pemborongan

pemborong lstrlct IIabIIIA, kecuall I pekef,aan(s,emacam fiil|oatsourwl.

18 Pasal l6M BW
te Pasal 1605 BW
20 Pasal 1606 BW

I tlF{)rirxu,vq.uc)0t rtotff t, NAREI , 2011



- Namun blla petuahaan penerima

pekef,aan hanya rnenyedlekan tenaga

kerJanya sqJa dan rav materlalnya

s€mua disedlakan dart perusahaan

pemberl pekerJaan (atau lstllah undang,

undang : perusahaan pengguna Jasa

pekerJa/buruh), maka diklaslltkasikan

sebagal perusahaan penyedla Jasa

pekerJa/buruh (semacam pylng agenQ.

Darl ketentuan tersebut dl atas, dalam
pertembangann',a saat lnl, ada yang
mengklasiflkasikan semua pengallhan
pekerJaan kepada plhak laln adalah
outnurclng. Ilanya sqla dtbedakan dan
dtbagl dalam dua Jenls, faknl
"outoutelng pekerJaan" dan
"out*uttlng manusla" 2r. Out"rcurclng
pekerJaan dlmaksu.lkan adalah

Selaln ltu, daldm hal pekerJaan / keglatan

pemborngan pekertaan sobagalmana

dlatur dalam KIJII Perdata. Sedangkan

yang diborongkan kepada perusahaan
outsourclng manusla, yang dlmaksud

penerlma pemborongan adalah pekerJaan
adalah outsourrlng sebagaimana

dlmaksud dalam Undang-Undang
darl pentahaan pemberf pekef,aan yang KetenagakerJaan, yaltu penyerahan
buf,an dalam rangkalan pr<xs€s produksl sebaglan pelaksanaan pekerJaan suatu
barang dar/atau Jasa, dan hanya berslfat 

I perusatraan kepada perusahaan lalnnya.
temporer (spondlk), sepertl : pekerJaan I samaxatr outsourclngdengan pffwm
struktur, lnfta struktur, srarana I
prasarana, lnl ttdak terzrasuk kategorl I Pemborongan pekerJaan dalam artl luas,

outnartlng, tetapt muml pemborongan I termasut outnurlng atau aIIh dam

pekerJaan. oteh karena ttu pekerJaan I 
tenasa kef,a dan penyenhan sefuglan

semacam tnl pure dapat disemhkan l*':y""o 
peke4laan' Pada awalnya

I tldak pernah dlperurasalahkan
kepada perusahaan penerlma 

I tsetruanrp, sebelum terbttnya undang:
pemborongan, batk yang bertudaa 

I u.ra.og Nomor 16 Tahun 200t pada
hukum ataa bukan tudan hukum, I t rrgg.I 2E Vlarei 2OO5).

termasuk kepada usha mlko dan usha I Permasalahan pemborongan pekerJaan,

kqII lnatanl entlty, natuurlllk perwonl I khususnya seMglan

sesual dengan profeslonalLsmenya I 
nelakanaan pekelaan ataa outsourclng

maslng-maslng. Ilal lnt Juga murnl I nekeda/burun Justru ttmbut setelah

I terbltnya lIU KetenagakerJaan (yang
tunduk pada keterntuan hukam perdata 

I or.r.., dalam pasal 64 s/d 66 uu No. li
belaka (sebagalmana telah dtuatkan lr.n.rr, 2oo3ll, karena dranggap
dalam Pasal 16,o,4 sampal 1616 KIJII I melegalkan kebendaan lembaga
Perdata). outwuttlng.

2r DR. Muchtar Pakpahaq S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konllik Kepentingan Outsourcing darr

Kontrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Burni Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 109
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Ketentuan pemborongan pekerJaan
dalam BW (KJH Perdata) semula memang
hanya dlpandang dan dltempatlran pure
sebagai hubungan keperdataan (bisnts)

belaka, sehlngga berJalan sebagalmana
layakqra sepertl perJaqjlan blsnls
(perdata) lainnya.

Yang me4ladi persoalan, adalah
tlmbulnya persepsl dan lmage dl benak
masyarakat, bahwa outsourcing adalah
pela4fian kefa waktu tertentu (PI{IllT)

atau PItlllT pastl karena outsourrlng. lnl
merupakan permasalahan tersendlrl
karena adanya pemahaman kellru
khususnya- pada masayrarakat pekerJa

(awam) fang menyamakan outnurclng
dengan PI$ilT. Dengan kata laln, orang
sudah terpola dengan llmu kellrumologl
yang menerlemahkan dan memaknal,
bahwa outsourclng adalah orang (tenaga

kerJa, pekerJa/buruh) yang dlpekerJakan
sebagal "pekerJa kontrak" (tsttlah seharl-
hart dart PKIIIT). Padahal, sesungguhnlna

kedua Jenls perJa4flan tersebut sqlatFnya

sangat berbeda. Artln5m, outsourclng
bukan Pl(lllT, dan seballtmya PIlIltT ttdak
sama dengan outsouttlng.
Oleh karena, pandangan yang sdah
tersebut mer{adl Image yang salah Juga
dalam benak pekerJa/buruh (tenaga

kerJa), khususnya yang ttdak s€n.rng

dengan hubungan kerJa melalul PKIilT

mengaklbatkan mereka aletgl dengan

slstem outourclng. lllalaupun keduanya

ada bebenpa prlnslp penramaan sebagal

suatu perJa4ftan, namun substansln5m

berbeda 22

Kesalah-fahamzrn tensebut berawal
terJadl dalam praktek, 

'almt 
adanya

praktek penyenhan pelaknnaan
pekelaan yang m€mang dllaksanakan
berdasarkan tender (berJangka) untuk
suatu tempo yang dltentukan sehtngga
me4Jadl dallh untuk melakukan
hubungan kela melalul temporar7r
contract : PI{$l'f. Padahal hakekatnya,
kalau peruahaan penedma pekejaan
merupakan perusahaan yang profeslonal
(fokus pnda blsnls Intfi, tenfinya tldak
demlklan maksud undang-undang
mengatunrya. Terlebth Jlka perusahan

outsourcer adalah perusahaan yang -
memang' konslsten dl bldangnya dengan
produk dan maln busln@s yang lebth
focus kepada seita cote buslness yang
didukung tenaga kerJa terampll,
profeslonal dan mempun',al kompetensl
kerJa yang bennutu. Seharusnya s€mua
hubungan kerJa pada outsourclng
melalul "karyawan" tetap (permenent

contnctl. Dengan demlklarr meng-hlre
karyrawan tldak harus dengan hubungan
kela PIIUIT, tetapl Justru perlu
dlpertahankan tenaga kerJanya se.cara

pennanen untuk mendukung
produktlvltas dan profeslonallsme
perusahaan yang konslsten dan

berkesfurambunqan I su lstllnalblel.

Sekedar contoh atau gambaran

perbedaan outsourelng dan PKlf,IT darl
slsl -para- plhahrya, bahwa : plhak-plhak

Ithe paftle4 pada oatnurcIng adalah
en tlty dengan en tI ty lalnnya I corpon t e to

n Outsourcing danPKWT sarna-sarna merupakanperjanjian-perjanjian melalulun pekerjaan.
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sedangkan plhak-plhak pada pII$n 
I sepertt terah drkemukakan, bahwa

adalah perseormgnn (perconal entltyr, 
I prhstp blsnl,s oatnuclng, adalah

natautllJkepercoor) dengan orptate I nulungan hulmm kemltman
entlQratau legal entlty. | (pftnerchlp, relailonshlpl antara

perztnhaan yzng menlienhkan pekerJaan

s€lain ttu, tanggung-Jawabn5ra berbeda, | (Rerusanaan pemberl pekerJaan) dengan

pada outsourcIng agrement karena I neruahaan lang penerlma pekefaan

huungannya kemltnan atau kesetaraan | 
(nerusahaan outsourdt Jadl bukan

(prtnerchlpl, maf,a tanggung-Jawabo* lmasalah hubunqan kerla antan

langsung lstrrctlla,blllt1ts, sedanqkan praa I 
pekerJalburuh dengan perusahaan

PllUtT, karena huunganrya adalah
o u tso ure yang mempekerJa kannya.

hubungan kerJa 
',ang

'latas-bawah"

(emploSmrent

dlentsverhoudlngil,

I Nanun karena adanya anggapan yang
relatlon' 

l**, bahwa oatnurcIng sama dengan
maka tanggung- 

| rnun dan pIIIIT adalah oatwurclng dan
Jawabny'a adatah tanggung-Jawab ildak 

I teryota pada settap karyawan perusahaan
langsung |vlcarfous IIabIIIt rr. outreartlng, maka hubungan kerJanya

Ilengan demlklan, walaupun - | pastt PKIltT. Oleh karena ltu ketentuan

konsepslnya perJanJlan I mengenal outourcIng lnl sertng dlsebut

melakukan pekerJaan, tapt secara I sebagaf modern slave4r. tnllah yang

substanstal keduanya (out"*utlng dan lmeqfadl pemasalahan utana ekslstensl

pttltrT) udak sama, dan konteksnya I outsoutclng dl lndonesla, ya.ng sqcara

sangat berbeda. Arttny"a outsourclng dan I cultunl dan natarcnya berbeda dengan

plgtr adalah dua hal ),ang berbeda. I 
kanltalls dan leberallsme.lf,alaupun

Dengan perlrataan laln, outsourclng tldak I 
hakekat dart pengaturanWa adalah

- lperttndungan tenaga kerJa dan
sama dengan PKWT ltempontycontracQ I '

lpersanaan hak-hak pekerJa antana

organik dengan non-organlk, tetapl
Permasalahan OutsourcIng

Ada dua permasalahan utama
praktek outourcIng leblh ban)'ak

nada 
I dilakukan penylmpangan melalul Ptrllfl

outnutelng, )"aknl nasalah hubungan la.o l"Uh nemprlhatlntran lagl- hanya
kerJa "ka4rawan- outsoaneerdan masale I formattas sebagat wadah atau lembaga
penentuan core dan non-oone buslness I f"S mempekerJakan pekerJa melalul

)rang sangat defutable yang blsa I hubungan kerJa yang berelfat temporer

menyebabkan perallhan tanggUng-Jawab I t""p" uPayra me4ladlkan perusahaan

perusahaan outsuroer kepada I outsourcIng sebagal perusahaan )'ang

pemsahaan pemberl PekerJaan. profeslonal pda maln-busln esaYa.

,a ,'.tnn vg:t4f ru NW t, u,FEr, m1 I t2



Dengan hubungan kerJa yang berslfat
temporer (PI{I[IT) tereebut, ancaman PIIK

blsa terJadl setlap akhlr *kontrak".

If,Ialaupun masih m€ndapat pekerJaan

yang sama pada perlode berikutnya, akan

tetapl blla tenaga kerJanya (dlanggap)

tldak kuallfled, maka dapat dt-PHK

(dalam artl, ttdak dila4lutkan
"kontrak"nya) tanpa 'lresangon".
Padahal hakekatnya ttdak demlklan

maksud undang-undang. Jlka dlslmak
dan dlcermati, ketentuan mengenal

outsourcIngdalam IJU KetenagakerJaan,

tntlnya lebth pada perllndungan bagt

pekerJa/buruh yang bekerJa sebagal

pekela non-organlk (dt perusahaan

oatsouclngfi, khususnya perllndungan

dart adanla gapyang relatlfJauh dengan

peke{a organlk (df perusahaan yans

menyerahkan pekerJaan ).

Banfk pekerJa&uruh yang telah

bertahun-tahun melakukan pekerJaan di
suatu perusahaan, akan tetapl tldakJelas

dengan slapa hubungan hukumnya, tldak

Jelas hubungan kerJanya, slapa yang

meberl perlntah (vlcarfous llabllltyts dan

slapa yang dtpertntah, beraklbat ttdak

Jelas Juga bagalmana pertanggung:

Jawabannya.
Serfurgnya bergantl-gantl "nantla"

lbender4 perusahaan "out&urtef, dan

pekerJa dlpekerJakan dengan obJek dan

lokast kerJa yang tetap sama serta Jenls
pekerJaannya, dllakukan secara rutln dan

bergullr yang ttu'ltu sqfa dart waktu ke

waktu.

Kesalahan pada umurnnla te{adl kettta
awal dlbuatnya peda4llan kefla
(maksudnya saat dtlakukannya hubungan

kerJa). Jlka hubungan antara perusahaan

"outsourcIngl" denqan peke{anp
senantlasa hamonls dan be{alan mulus,

tentu frne dan tldnk akan meqladl

pereolan. Namun pemasalahan tlrnhdl

ketlka terJadl dlspute dan hubungan

kerJa me4f adl dlsharrnonl, maki mulallah

muncul persoalan hukum yang kusut dan

rumlt serta berbellt susah untuk
mengural funang kusuhya karena

kettdak Jelasan hubungan hukum dan

tanggung-Jawabnya.

Dengan penyenhan sebagtan
pelaksanaan pekerJan suatu perusahaan

kepada perusahaan laln melalul lembaga
out^sourcIng, bukan b€nrtl akan
menladakan kenungklnan terJadlnya
permasalahan. Terleblh Jtka manqfemen
perusahaan tldak dlkelola secara
profeslonal dan ttdak mengantlslpasl

kemungklnan tlnbulnya permasalahan

',ang 
mungkln akan terJadt. .fustru

kqsalahan penerallan ketentuan

outsourclng sangat berpotensl
menlmbulkan pennasalahan dan

persoalan baru dt kemudlan harl.

Selaln ltu, nengatasl rumlt dan kusutn;"a
permasalahan outnurtlng, tentu ttdak
dapat dtselesalkan tanpa nlat balk darl
s€mua plhak yang berkepenttngan
(pengusaha, pekerJa/buruh dan

pemerintah).

fi#o n/irlm vf{.trc, m Not,oR l, MAREI , 201 Il3



Untuk menyelealalran maslah tanp
maalah, selaln dibutuhkan blaya, tenaga

dan pikhan serta keterllbatan semua

stakeholder sebagai komponen utama

untuk duduk b€rsama, Juga perlu ada

nlat balk rrntuk mencapal sasaran atau

tqfuan bersama levetyone to be happil.

Outnurclng mem.rng merupakan suatu

lembaga stnategls bagl manqlemen

peruahaan pembed pekerJaan menatap

ke depan untuk Jangka waktu paqlang.

Apabtla manqjemen berhanp -hanya
sekadar- untuk mendapatkan

keuntungan dalam Jangka waktu yang

slngkat dan mengutamakan prctlt
orlentd yang sebesar-besarn5ra, maka

serlngkalt perusahaan akan mengalaml

kekecewaan.

Bebenpa hal 1'ang serlng memlcu

tlmbulnya perselislhan dalam hubungan

hukum penyerahan pelakasanan pekerJan

melalul lembaga "outsourclngf', (antara

laln) adalah2s adanya oerbedaan

keoentlnqan dlantara para plhak, sepertl

mlsaln;,a:

- plhak penguaha (perusahaan pemberl

pekeflaafl, mengharapkan agar pekerJa

melakukan pekerJaan dengan sungguh-

sungguh agar dapat menghasllkan

produlrsl yang makslmal.

- Demlklan Juga, pembed pekelaan

menghampkan kualltas balang ),ang

tlnggl dengan harga I blaya yang

serendah-rendahnla;

- Sebatlhrya plhak penedma pekerJaan

(perusahaan ou tnurretl mengharapkan

kudttas yang terendah dengan harga

yang tlnggl;

- Dan, pthak pekerJa/buftrh serlng

mengharapkan bekerJa santal, akan

tetapl berharap dapat menghasllkan

upah yang ttnggt;

Dengan adanya perbedaan-perbedaan

kepentlngan tersebut, rnaka reslko 5ang

mungktn tlmbul darl (btsntsl outsourclng,

antara latn adalah: a

r Produktlvttas Justru menurun Jtka

perusahaan outnurcIng (pthak

penerfma pekeflaanl )'ang dtplllh

ttdak kompeten;
. wtonlJ man on the trong place lllsa

proses seleksl, tnlnlng dan

penempatan tldak dllakukan sccara

cermat oleh. perusahaan outwurclng.

r Berpotensl terkena kewqflban

ketenagakerJaan Jlka perJaqJlan

blsnlsn;ra : PKS (perJaqltan ke{a

sama) dengan perusahaan

oatsourcIng ttdak dlatur dengan

tegas danJelas dl awal kerJasama;

23 Sabat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerya, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal. 95

'o Maialah People&Business, Edisi 08 - Februari 2007,hat' 14.
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. Regulasl khusus penturan

perundang-undangan menegenal

outsourclng yang belum konduslf
akan memlruat penentuart core dan

non cone Juga belum Jelas mer{adl

sllang pendapat yang tak ben{ung
pangkal.

o Pemilihan perusahaan Jasa

ou tsoarclng yang satah blsa beraktbat

berallhnya status hubungan kerJa dart

perusahaan, pemberl Jasa pekerJa

(zperanhaan penyedla Jas
pekefalburuhl ke perusahaan

penerlma Jasa pekerJa l: petumhaan

pembed pekerJaanl.

Permasalahan laln 
'ang 

tldak dapat
dlpungklrt pada outwurlng, bahwa
dalan pelaksanaan perJaqllan

terkadang sullt
membedekan dan 6qnlsahkan para
pekerJafturuh yang t€rllbat dalam suatu
akttvltas atau proses produksl dl suatu
penrsahaan (khususnSa dl peraahaan

Sang menSorahkan pekeflaanl. Terleblh

Jika para pekerJa/buruh belada dalam
suatu tempat dan lokasl kerJa fung sama
dan melakukan pekerJaan / keglatan
sqfenls untuk suatu perusahaan yang
sama, sementara buslness entltynya
berbeda.

hhas ;rang serlng dlpergunakan untuk
Selaln ltu, faktor-faktor lalnnya f"lrg lmembedakanadalah,,staf organlK, untuk
me4Jadt permasalahan darl blsnls I pekerJa yang hub"ngan kerJanya

outsourclng lnl, adatah kondlsl ekonoml I langsung dengan lretuahaan Sang

polittk png ttdak stabil, misal adanya I 
menfetahtun pekef,aan dan "staf non

kenatkan harga EBltt setrtng kenatkan I ?'*** untuk pekerJa yang hubungan

I fedanya pada pentnhaan Sangharga mlnyak dunla, atau adanya I _ _:--__ __, _ -___- " I menerfma pekef,aan. Ada Juga yang
keblfakan baru yans muncul setelah 

I menggunatan lsHlah ,,orang dalam,, dan
terJadlnya hubungan hukum antara para | ,,orang lua/'. Inltah yang dtkhawaHrkan
pthak Oleh karenanya klausul-klausul I oleh pembentuk undang-undang

dalam perJaqJlan (PI[S) seyogyanya lsehlngga dlbuat ketentuan yang

dlanttslpasl kemungklnan-kemungrktnan I 
mengatur mengenal out'souttlng' agar

- _^_-_.r.^- t dalam melakukan suatu prcr€s produksl,
Srang akan terJadl yang dapat meruglkan I 

*-
I tldak ada dlskrlmlnasl ttdak ada

Para plhak atau salah satu pthak, 
I p"rn"a..o perlakuan perbedaaan hak-

termasuk kemungklnan lahlrnva 
I no pekerJa/buruh (otgantk dan flon-

kebffakan baru atau perubahan harga I organlg, tenmasuk perbedaan perlakuan
BBM. I datam pembayaran upah untuk pekerJaan

25 Undang-undang No. 2l Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Covention No.lll concerting Discrimination in

Respect of Employment and Occupatlbr (Konvensi No.l l l tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Lihat juga Pasal 66 ayat (2) huruf c serta Pasal 4 ayat (2) Kepmenakerhans No. Kep-101/IvIENNV2004 tentang

Tata Cara Perijinan Perusabaan Penyedian Jasa Pekerja Buruh.
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Demtklan Juga dalam undang-undang, 
I

dlbuat ryant-s;narat dan ketentuan

membuat perusahaan outosurclng dan

syarat-syarat pensrcrahan sefuglan

pelaknnaan pkerJaaa kePda

petaahaan IaIn serta konsekwensl

berallhnya hubungan kerJa bllamanada

Bagalmana ketentuan out"nurcIng dalan
peraturan perundang-undangan dl
tndonesla dan stntegl apa 

''ang 
dapat

dllakukan untuk menylf,apl pentwan
perundang-undangan mengenal
outsourclng sehlngga tldak bemklbat
fatal dan Justru menghambat Prosesl
produksl ?. Permasalahan-penmasalahan
tersebut dluralkan dl Baglan Kedua darl

syarat-syarat yang tldak dllndahkan 
I t.rrtsao hl pada edtel (terbltan)

(dftesamplngkan). I selaqfutnya. Semoga bennanfaat.

Jakarta, 23 Pebruarl 2O11
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